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ABSTRAK :  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026. 

- Dasar Hukum :  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan 
Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2756); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6409); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 
diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6736); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
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Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara; Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6623); Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 
(Lampiran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883); Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 
2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 166); Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang 
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 172); Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 260); Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 243); Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100); Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang 
Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 868); Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara 
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1455);  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
1051);  Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);  Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15);  Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
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Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);  Peraturan 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5); Peraturan 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan 
Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 1); Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);  Peraturan Bupati Hulu 
Sungai Selatan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Desa Wisata di Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 
50); Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Daftar 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 71);  Peraturan 
Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 
12); Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara 
Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2020 Nomor 19);  Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 
2021 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 28);  Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan 
Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 22) sebagaima telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 37 Tahun 2025 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 37); Peraturan 
Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84); 

- Dalam Peraturan ini mengatur pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun 
APB Desa Tahun Anggaran 2026, agar perencanaan dan penganggaran Desa selaras 
dengan RKP Desa, kewenangan Desa, kebijakan Pemerintah Daerah, serta 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan juga menegaskan 
klasifikasi belanja Desa serta mekanisme pembinaan melalui sosialisasi, 
pemantauan, dan evaluasi.  
 

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2026  

- Selisih insentif dan operasional yang bersifat rutin yang timbul akibat Peraturan 
Bupati ini dibayarkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat tanggal pengundangan 
Peraturan Bupati ini. 

 
 
 
 
 
  


